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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan 

wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun 

dengan peraturan daerah dan terdiri atas anggaran pendapatan, 

belanja, dan pembiayaan. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kemampuan pendapatan 

daerah. Siklus APBD dimulai dari perencanaan, penyusunan, 

penetapan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. 

Meski merupakan akhir dari siklus APBD, pertanggungjawaban 

justru menjadi tahapan yang krusial karena merupakan wujud 

akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah.  

Memenuhi amanat Pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 12 

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disampaikan 

bahwa paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, 

kepala daerah wajib menyampaikan rancangan peraturan daerah 

tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setelah Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah (LKPD) diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan 

(BPK)1.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan 

daerah kepada masyarakat, maka perlu diwujudkan dalam 

pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Rembang tentang 

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. 

 

 
1 Pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah 
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C. Tujuan Penyusunan 

Tujuan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten 

Rembang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan 

Peraturan Bupati Rembang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2025 adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai bentuk ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan, sebagai kewajiban Pemerintah Daerah sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dalam 

pasal 194 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala 

Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa 

laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun 

anggaran berakhir. 

2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan 

keuangan daerah kepada masyarakat dengan ditetapkannya 

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan 

Bupati Rembang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2025 

 

D. Dasar Hukum 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 

Tengah; 

3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
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dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Penggati Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun (Lembaran Daerah 

Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Rembang 158); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2025 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Rembang Tahun 2025 Nomor 8); 
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BAB II 

POKOK PIKIRAN 

 

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang 

meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, 

pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.  

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Rembang 

tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 memuat Laporan 

Keuangan Daerah terdiri dari2 : 

1. Laporan Realisasi Anggaran,  

Laporan  Realisasi  Anggaran  menyajikan  ikhtisar  sumber,  alokasi, 

dan  pemakaian  sumber  daya  keuangan  yang  dikelola  oleh  

pemerintah pusat/daerah,  yang  menggambarkan  perbandingan  

antara  anggaran  dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.  

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 

Laporan  Perubahan  Saldo  Anggaran  Lebih  menyajikan  informasi 

kenaikan  atau  penurunan  Saldo  Anggaran  Lebih  tahun  pelaporan  

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

3. Neraca 

Neraca  menggambarkan  posisi  keuangan  suatu  entitas  pelaporan 

mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.  Unsur  

yang  dicakup  oleh  neraca  terdiri  dari  aset,  kewajiban,  dan  

ekuitas. 

4. Laporan Operasional 

Laporan  Operasional  menyajikan  ikhtisar  sumber  daya  ekonomi 

yang  menambah  ekuitas  dan  penggunaannya  yang  dikelola  oleh  

pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan 

pemerintahan dalam satu periode pelaporan.  

5. Laporan Arus Kas 

Laporan  Arus  Kas  menyajikan  informasi  kas  sehubungan  dengan 

aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang  

 
2 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 



7 

 

menggambarkan saldo  awal,  penerimaan,  pengeluaran,  dan  saldo  

akhir  kas  pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.  

6. Laporan Perubahan Ekuitas 

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau 

penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya. 

 

Bentuk dan isi laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan 

standar akuntansi pemerintahan. 
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BAB III 

MATERI MUATAN 

 

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan 

Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang ditetapkan oleh Daerah 

tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki 

peraturan perundang-undangan. Setiap Peraturan Daerah maupun 

Peraturan Bupati yang telah ditetapkan harus bersifat dinamis, dalam 

arti harus selalu mengikuti perkembangan peraturan perundangan-

undangan yang lebih tinggi, dan perlu harmonisasi antara satu 

Peraturan Daerah dengan Peraturan Daerah lainnya manakala 

terdapat muatan materi yang bersinggungan, sehingga tidak terjadi 

multi tafsir maupun tumpang tindih. 

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati 

Rembang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 

disusun sebagai bentuk ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan 

daerah. 

 

B. Ruang Lingkup Materi 

Dalam batang tubuh Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten 

Rembang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ruang lingkup 

yang disajikan meliputi 2 (dua) bab, yaitu: 

BAB I  KETENTUAN UMUM 

BAB II  KETENTUAN PENUTUP 

 

Dengan rincian lampiran sebagai berikut : 

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran  terdiri atas; 

 1. Lampiran 1.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 
menurut Urusan Pemerintahan Daerah 

dan Organisasi; 
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 2. Lampiran I. 2 : Ringkasan APBD menurut Kelompok dan 
Jenis Pendapatan, Belanja dan 

Pembiayaan; 

 3. Lampiran I. 3 : Rincian APBD menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah,  Organisasi, 

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 
Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja 

dan Pembiayaan; dan 

 4. Lampiran I. 4 : Rekapitulasi  Realisasi Belanja menurut 

Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan; 

b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

c. Lampiran III : Laporan Operasional; 

d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas; 

e. Lampiran V : Neraca; 

f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas; 

g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan; 

h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; 

i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang 

Tidak Tertagih; 
j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana bergulir dan 

Penyisihan Dana Bergulir; 
k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) 

Pemerintah Daerah; 
l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan 

dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; 

m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; 

n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam 
Pekerjaan; 

o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset lainnya; 

p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah; 

q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek; 

r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang; 

s. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan yang Belum 
Diselesaikan Sampai Akhir Tahun 
Anggaran 2025 dan Dianggarkan Kembali 

Dalam Tahun Anggaran Berikutnya; dan 

t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha 

Milik Daerah/ Perusahaan Daerah terdiri 
atas: 

 1. Lampiran 

XX.1 

: Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) 
Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan 
Daerah; dan 

 2. Lampiran 

XX.2 

: Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan 
Rugi/Laba) Badan Usaha Milik 

Daerah/Perusahaan Daerah. 
 

 



10 

 

Sedangkan dalam batang tubuh Rancangan Peraturan Bupati 

Rembang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 

ruang lingkup yang disajikan meliputi 2 (dua) bab, yaitu: 

BAB I  KETENTUAN UMUM 

BAB II  KETENTUAN PENUTUP 

Dengan rincian lampiran sebagai berikut : 

a. Lampiran I    : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran; dan 

b. Lampiran I.1 : Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati 

Rembang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 

disusun sebagai bentuk ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan. 

2. Sasaran yang akan diwujudkan dalam pembentukan Peraturan 

Daerah Kabupaten Rembang tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Rembang tentang 

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 adalah 

sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan 

keuangan daerah kepada masyarakat. 

 

B. Saran 

Melalui penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten 

Rembang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 

Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2025 ini dapat memberikan gambaran atau 

evaluasi serta dasar pengambilan keputusan pimpinan  dalam 

pelaksanaan APBD di periode berikutnya. 
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DAFTAR PUSTAKA 

 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; 

Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan.  

Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Penggati Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


